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PROSES LEGISLASI
SISTEM PARLEMENTER DAN PRESIDENSIAL
(Studi Kasus Selandia Baru dan Filipina)

Poltak Partogi Nainggolan®

ABSTRACT

The comparison between the presidential and partiamentary systems is a good basis for studying
legislation of 1wo different systems. The Phillipines Congress and the New Zealand Parliament will
provide live examples of (he presidential and patliamentury systems respectively. incorporating real world
procedural and pelicy issues in each country. With regard to the power of committees vis-a-vis the
government, the presidentiul system committees tend to be stronger than commitices in the parlizmentary
system. In other word, the presidential committees tend Lo have more capacity to initiate and formulate

policy and important role in the budget policy.

I. PENDAHULUAN

Dalam telaah sistem potitik dan model kepartemenun dikenal ada dua sistem, yaitu
parlementer dan presidensial. Sistem yang pertama berangkat dari pemahaman, bahwa
posisi kabinet terkait dengan komposisi keanggotaan partai dalam parlemen hasil pemilu,
sedangkan yang kedua merefleksikan hak prerogatif presiden. Sebagai konsekuensinya,
dalam sistem parlementer, perdana menter: adatah kepala pemerintahan yang juga
merupakan ketua partai yang menang pemilu atau memegang kursi mayoritas dalam
pariemen. Sementara dalam sistem presidensial, presiden sebagai kepala pemerintahyn
dapat saja bukan ketua partai mayoritas, namun amat menentukan dalam pembentukan
kabinet,

Karasteristik lain yang dominan dari dua sistem klasik yang selalu dihadapkan <atu
dengan lainnya untuk analisis komparatif ini, adaluh keterlibatan anggota kabinet dalam
sistem parlementer sebagai anggota parlemen sekaligus. Sistem presidensial tidak
mengenal keterlibatan ganda ini. Itulah sebabnya, mengingat posisinya yang “bertitik-
tolak™ dart parlementer, sistem yang pertama dinamakan sistem partementer {(parliamentary
system) atau dalam kamus politik Perancis disebut; fe system parfementaire, untuk

Peneliti pada Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi {P31) DPR-RI, yang baru-baru ini mengikoeti
Comparaiive Legistatures Seminar di Filipina dan Setandia Baru; alumnus FISIP Ul whun 1986 dan
menulis buku “Reformasi Ekenemi RRC Era Deng Xizoping: Kapitalisme Dihidupkan Kembali,” Jakarta:
Pustaka Sinar Harapan. 1995
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menunjukkan kekhasan ciri peran parlemennya sebugad barometer aktivitas pemerintah/
kabinet. Sementard yang kedua dinamakan dengan sistem presidensial (presidenrial svstem)
atau fe svstem presidentiel, sebagai refleksi dari posist pemerintah vany berpusat pada
presiden dan terpisah darit parlemen, walaupun dalam kasux negara berkembang Indonesta,
hal itu tidak diaphkastkan secara absolut sebagaimana ide pemisahan kekuasaan vany jelas
dalam knnssp Triay Politica-nya Montesgiveu. Sebaliknya. dalam sistem parlementer,
sekalipun uda keanggotaan rangkap pemerintah/kabinet sebaval anggota parlemen, namun
pemisahan kekuasaan tetap cksis, karena dalam praktik politik, pemerintah dihadapkan
langsung dengan partai oposisi dalam setiap pembahasan kebijakan publik (penyusunan
undang-undang . Parta oposist dalam parlemen (partar terbesar kedua sewelah partai
pemerintah) mempunyai kabhinet bayangan yang selalu siap kapan saja menggantikan
pemerintah, misalnya apabila kebijakan pemerintah tidak lagi mendapat dukungan dari
para pendukungnya, mendapat most udak percaya, atau ditawarkannya sebuah pemilu baru
di tengah jalan sebelum masa tugas pemerintah yang berkuasa berakhir.

Sistem parlementer banyak diaplikasikan di negara-negara demokrartis Eropa, seperti
Inggris. Belanda, Swedia, Jerman, Perancis, negara-negara demokratis Asta Selatan
(Pakistan, India. dan Bangladesh), Thailand, Singapura. dan Malaysie. Ststem presidensial
diterapkan di negara-negara demekratis lama. seperti Amerika Serikat dan yvang
dikategorikan schaga negura demokratis baru, seperts Filipina. Perfu diungkapkun,
penilaian demokratis atau tidaknyva sebuah negara ddak erkaic dengan pilihan sistem mana
yang dianut {parlementer ataa presidensial), melainkan dari cara bekerja parlemennya
masing-masing dalam menghasilkan kebijakan politik yang bernama andang-undang
(selanjutnya disingkat UL wtau proses legislasi. D1 osim tento segala aktivitas dan
produktivitas parlemen dalum menghasilkan UL serta proses atau mekanisme
pembahasannya menjadi fokus perhatian. Dart pembahasan. dapat dinilai kelebiban dan
kekurangan vang dimibiki setiap sistem dan dapat saja dijadikan masukan untuk
pembaruan sistem politk yang dimiliki suato negara, termasuk Indonesia, sehingga

diharapkan dapat melahirkan varian baru.

Sebagaimana diketahui, Selandia Baru dan Filiping merepresentastkan dua negara
dengan sistem politik yang berbeda. Keduanya juga menggambarkan perbedaan dalam
lamanya pengalaman melaksanakan sistem tersebut, tetapi dengan hasil yang relatif maju
dan memuaskun bag kedua negara bersangkutan. D samping i, karasteristik ekonomt,
latar befakang budaya, dun sejarah yang kontradikuf, turut menjadi alasan mengapa
Selandia Baru dan Filipina menjadi menarik untuk digngkat sebagai studi kasos dalam
anahisis sistem parlementer dan presidensial dalam proses pembentukan kebijukan publik

UU di parlemen (legislasi} ini.
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I1. SISTEM PARLEMENTER

Dalam buku inventarisasi UU di Selandia Baru. terdapat lebih dari dua ribu UG yang
menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat dan negara, mulai dari GU yang
mengatur kasus perlakuan sewenang-wenang terhadap anak hingga UU Perusghaan.
Kondisi domestik dan kebijakan-kebijakan pemerintah telah menghasilkan rata-rata lebih
dare seratus RUU terbahus setiap tahun (The Office. .. 1994 16), i whun 1992, di antara
RUU yang dibahas adalah RUU tentang Perusahaan {yang baru), RULT Taminun
Konsumen, UU Referenda Usulan Warga Negara, RUU Keschatan dan Keselamatan Kerpa,
UU Pelatthan Industri, dan UU Paspor.

Dilihat dari macamnya, ada empat tipe RUU yang dibahas oleh Parlemen Selandia
Baru, yakni yang datang darf pemerintah, anggota-anggotu secara pribadi, dari daerah-
dacrah (lokal), dan pihak (lembaga-lembaga) swasta. Sebagaimuna dijelaskan vleh Kepala
Kantor Sekretariat Parlemen Selandia Baru, Duvid McGee. kebanyakan dari RUU yang
masuk berasal dari pemerintah (The Office..., 1994g: 16: McGee. 1992 271 Walaupun
demikian, Parlemen memberikan waktu yang cukup bagi RUU yang berusal dan usulan
anggotu-anggota. Tidak dapat disangkal, ada di antara RUU vanyg berasal dari anggota
mengalami perdebatan sengit dalam Parlemen. RUU semacam ini hanya dapat dibahas
jika memperoleh dukungan duri partai yang berkuasa dan pihak oposisi. RULU Pembaruan
Undang-Undang Homoseksual usulan Frans Wiolde { 1986) dun RUU Kembang Api yang
diusulkan John Terris (1985) merupakan contahnya.

RUU lokal dipromosikan oleh otoritas daerah. Kurang lebih terdapat dug belas RUU
semacam ilu setiap tahun yang masuk ke Parlemen. Adukalanva RUT terkait dengan
kemginan suatu penguasa daerah untuk menghadapi pembatasan rencana atas suatu prioyek
khusus, seperti pembangunan pelabuhan Lambton. Adukalanya pula RUU mengumumkan
misinterpretasi otoritas lokal terhadap wewenang hukumnya dulam rangka memberikan
Jenis kekuasaan khususftertentu untuk tindakan-tindakan yang tidak diatur oleh hukum.
Sebagat contoh, di tahun 199t Dewan Wilayah Kepulauan Chutham mengenakan pungutan
lebih banyak dari yang ditentukan sebagai bentuk validasi hukum,

Individu-individu secara pribadi, perusahaan-perusahaan dan kelompok-kelompok
badan usaha, dapat jugu mengajukan RUU ke Partemen. walaupun hal tersebut tidak dapat
dilakukan dengan mudah karena menyangkut biaya tinggt dan masalab wakw. RUU yang
berasal dari individu dan mengenai soal-soal individu adalah hal yung menarik. Sebagai
contoh., saseorang yang mempunyai kepentingan dalam pernikahannyu. meminta legalisasi
ijin melalui RUU pribadi. Contoh lain berhubungan dengan perusahaan adalah upava
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perusahaan Westpae dan Air New Zealand untuk memudahkan urusan birokrasi dan
menyatakan perusahaan mereka sebagai perusahaan berbadan hukum dengan legislusi
swasta meladui cara pengajuan RUU ke Parlemen yang terkait dengan hal dimaksud.

Seperti telah diungkapkan, dalam sistem parlementer yung diadopsi Selandia Baru,
kebunyakan dari RUU berasal dan pemenntah. Dalam mekanisme ini, kantor kementerian
mengundan® usulan-usutan legislatit dari para mentert dan semua i dipertimbangkan
oleh Komisi Perundang-undangan Katinet. Lalu komisi ini membuat rekomendust ke
kabinet untuk menentukan RUU mana yang harus diprioritaskan dalam tahun yang
berjalan. Penasthat Partemen (Parlicinentary Councify menghadiri rapat-rapat Komisi
Perundang-undangan Kabjnet, dan jika persetujuan kabinet diberikan. Penasihat
Keparlemenan men-draft RUU tersebut.

Kantor Penasihat Keparlemenan juga bertugas men-draff setiap umundemen vang
dibuat selama kemajuan pembahasan RUU di Parlemen. Kantor tersebut tidak hanya
bertanggung jawab untuk men-draft RUL dari pemerintab, tetapt juga men-check RUU
lain demi keakuratan dan tidak terdapatnya pertentangan dengan UU yangp sudah ada
sebelumnya. Sebagaimuna dikatukan Kepala Penasihat Parlemen dan Pencatar Perundang-
undangan Selandia Baru, Walter lles. walavpun suato usulun kebijakan berbentuk hak
prerogatif pemernintah, peranan Penasihat Parlemen tidak hanya terbatas pada men-drafr
RUU (Muligan, 1994: 38}, Para Penasthat Parlemen harus mengerti subjek vany
dibicarakan dalum RUU dan juga soal-soal tambahan vang ditanyakan sehubungan dengan
RUU tersebut. Ih samping itu, para Penasthat Parlemen bertanggung jawab dalam
mendisinbusikun drafi RUU ke departemen-departemen pemerintah terkait dan juga
mendistribusikan usulan-usulan vang relevan dengan UU (yang sudah ada) dan peraturan
umum lainnya.

Penasihat Parlemen mengemukukan sanksi-sanksi hukum dan prosedur-prosedur
untuk memperkuat usulan dan melindungi hak-hak rakyat yang terkena dampaknya. Di
lain pihak, setiap RUU di-check olch Depurtemen Kehakiman untuk memastikan bahwa
ia tidak bertentangan dengan Bill of Right tahun 1990, Di sisi lain, jika RUL it berasal
dar Departemen Kehakiman, Penasihat Parlemen pergt ke Crown Law Ojffice. Tentu suja
RUU it di sana mengalami preses ke sana kemari™ sebefum diperiksa oleh para pejabat
yang berwenang,

Setelah sebuah RUU di-drafr dan diperiksa oleh departemen-departemen terkait,
barulah dikirim ke Komisi Perundang-undangan Kabinet. Dari sint dibawa ke kabinet dan
kemudian ke kaukus pemerintah. Suatu RUU yang rumit juga harus dibawa kepada komisi-

h
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komisis Amundemen-amandemen dapat dibuat dulam setiup taliap ini dengan svarat:
pemnerintah puas depgan RUU yang digjukan. Ketika RUU sampas di Parlemen, Kantor
Perasihut Parlemen, Sckretariat, dan vang terkait dengan tat tertib persicangan, hekeria
sarm untuk menvediskon mekanisme pembahasan vang lancar. menyusun agenda, dan
memperhatkan RUL mana yang siap ditntroduks dan RUL mar vang baru dikembalikan
dary Select Commisee (Komisi Tetap). Kantor Sekretariat bertanguunyg juwab werhadap
RUTL vang wluh dicerai hembaii selama RUU ada 3 Parlemen, retapr Kuntor Penasihut

ix

Parlemen mencetak peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuwannya.

DPebii awal wieripakan presentasi dari perbatian pensermrab dun memberikan
kesempata: bugt pihak oposist untuk mengajukan pertanyian-pertanyvaan, Satu copy RULU
dizediakan hagi masvarakat pada hart berikutnya, Setelah tuhap pertanv (first reading ).
seluruh RULT kecuali bila diperimbangkan sunzat mendesak. dininim ke Seleer Committee.
L suna adi doa putub komite tetap vang ditunjuk oleh Parlemen yvang berungpotakan
imi sampal sombilan orang dard partai yang memerintdh atau uposisi, yuhg membahas
RULEiTae Othee. . 1994b) Sejak abun 985, para menteri tidak lagi secara umum
aerigis & Sefecr Comminiee. demi membertkan kebebasan hug! Parlemen dari dominusi

chsekurif,

Sehuah RUL dikinm ke select committee vang relevan. dan adakalanva sefect

copumies khusos harus dibentuk. Sebagai informast. RUU Pengelolaun Sumber Dya

vary digjukan thun 989, tefuh dibahas dalam Sefecr Commrre Thusus, Se aniutnyil, Sefect
Comonrres memberitahukan pada masyarakat agar memberikan usulun, pendapat,
Rederutun dan sebaguinya Carbmivsions), sebagai tanggapa: wtas RUL vang diajukan 'The
Otfice.. 19Y4er 170 Dari sint partisipast masyarakat dalum penvusunan kebijakan di
Partemen. tumpak elis. Jumlah sabmissions vane diterima Sefece Conmittee bervariasi.
berguntung pada ungkat kontroversi dan kompleksitas durt RUU dimuksud. Dalum kasus
RUL Pengelolaan Sumber Duya. Sefect Committee welah menerima 1.300 suboissions i The
Olive. 19%de. 17 Sementara, untuk RUT lainnya hanya ada vang mendapat tangzapan

salit atau doa sefrnission saja.

Masyarukut diundang untok menyampaikan pendaputnva secars lingsung dulam

komisi-homist. Biasunya Select Committee melakukan sidane-sidangnya di Wellington,
iukota negars remipat sedung Parlemen berlokasi, namun untuk beberapa RUTUL antara
s RULT Pengeloluan Sumber Dava, Sefecr Comnuitee melakukan perjalanan kelilimg
cueran uniuk mensakomodasikan pendapal dan kehenduk rikyat dalum Proses penyusunan
RUL Sedevr Commures melakukun amandenten-amandemen atas kebunvakan RUT,

sebigae idikast herapa pentingnya RUU dimaksud. Beberapa amandemen bersitac eknis.
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tetapi dalam kasus-kasus lain RUU Anak dan Pemuodu, RUL -2 0onrus dinulis Kembal

secara menycluruh.

Setelah RUU difuporkan kembali pada Parfemer, RULU twreerot cicetan semball dan

masuk dalam pembuahasan tahap kedua isecond o erCerailn 2bih luas
berlangsung di sini untuk menentukan apakah pure Lngeen. Puremen menginginaan

diteruskan pembahasan atau tidak. Tahap ini merupahan Bagian wrpent 7 Zon rembanusin
RUU di Partemen.

Tahap berikutnya adalah pembahasan delam Komisi gubungan. vanz o

itu pasal demi pasal. Penasibat Parlemen hadir dalam perdebatan & rahar onounios

memberikan advisnya pada menteri terhadap pertanyaun-pertanydun vang mruncsi Jdan

juga untuk menuliskan amandemen-amandemen jika perlu. Jika dilukukan arzandemen-
amandemen, maka RUU it akan dicetak (disaling kembali. Amandemen-amundemen v ang

dibuat dalam tahap ini, seperti dalam pembahasan legislasi pemerintahun Tohal. seringkal

-

T

mendapat kritik, jika masyarakat tidak memperoleh masukan tentang itu. Kadung-K.ad
smandemen yang digjukan mengacu pada pembicaraan dalam Seleer Commuttee. ratap

iduk setalu harus menvarankan adanya submissions  baru.

Tahap-tahap vang berbeda dari pembahasan RUU tidak selaiu mengikuti pola waktu
-artentu {MeGee, 1992: 44). Proses mingguan atau bulanan dapat terjadi di antara tahap-
-shap pembahasan. Jenis RUU lokal (ocal bifly dan RUU pribady (private bill) menjalan
p-tahap vang sama dengan yang harus dilulul RUU publik {(public hiff1. Buik dalam

270 lokal maupun pribadi. orang, pihak, atau badan yang mengajukan RULL harus

-z - omumkan RUU tersebut sebetum diajukan ke Parlemen untuk dibahas.

© .- sistem parlementer di Selandia Baru itu, Indonesia dapat belajur mengenai
- - xtivitas parlemen dalam membahas dan menghasilkan RULU, vang selain
S zo-_-o =n osemangat kebebasan yang dimiliki sistem pobitik Selandia Baru secara
_—.— .. z~.nw oleh ketentuan-ketentuan tata tertib parlemen (rufles of procedures

L1tz .o+ rozusif Datam hal ini, Indonesia dapat mengambil pelajaran berguna untuk

-e— -~ _- __- z:zivempurnaan tata tertib parlemennya. Sebagai contoh praktis. misainya.
RIS L ‘rokinan yang luas bagl perorangan anggota parlemen, pihak swasta
it _mz: o = _- .zakat untuk mengajukan RUU, dan penyederhanaan mekanisme

om0 = atad tiga ringkat, dan sebagainya

Ursos ~ om0 .. 2ranoesi RUU vang diajukan ke Selecr Commitee disajikan tabel
perbandingan ~or_sl zEmiann

h
]
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TABEL 1
JUMLAH RUU YANG MASUK
DALAM PERIODE TAHUN TERTENTU

TARUN
*

JENIS RUU 1987-90 1990 1991 1991-93
RUU Pcmerintah 165 43 12 150
Ke Select Committee 38 33 Y 124
RUU Pribadi asal !
anggota 8 3 0 32 :
Ke Select Committee 8 4 4] 32
RUU Lokal 27 5 0 25
Ke Select Commirtee 27 3 {} 25
RUU Pribudi asal
Swasta 8 3 { il
Ke Scicet Committee ] 3 O tl
Catatan :
1987-90 : Sidang Pertama dart Parlemen ke-42

Po1990 : Sidang Kedua dari Parlemen ke-42
1991 © Sidang Pertama dari Parlemen ke-43
1991-93 : Sidang Kedua dari Parlemen ke-43

(Sumber: The Office..., 1994y}

IH. SISTEM PRESIDENSIAL

Di Filipina, para unggota Parlemen menyusun RUU sesuai dengan bidang perhatian
merekia. RUU mengenai persetujuan-persetujuan dan perjanjian-perjaniian internasional
diaqukan oleh Senat, sedungkan RUU mengenai pendapatan dan belanja negara, dan segala
vang berkattan dengan keuangan masyarakat, diajukan oleh DPR (House). Setelah
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pengajuan dan studi dilakukan oleh para angyota Parlemen dan staf mercka, RUU masuk
dalam proses legislasi.

Secara keseluruhan, proses legislasi melalui beberapa tahap (The Congressional...,
1992: 21). Pada awalnya. RUU ditandatangani oleh orang yang mengajukan, didaftar
dalam empat salinan dan dibawa ke Sekretaris Kamar dari mana RUU berasal (Senrat atau
House sebagat kamar pertamanya). RUU diben nomor dan ditandatangani oleh Sekretariat
Kamar. Lalu RUL dibert jadwal kapan harus diintroduksikan di depan Parlemen dan
memasuki tahap pembahasan pertama (first reading). Proses pembahasan tahap pertama
ini dilakukan dalam tigy hari sidang pertama, terhitung sejak hari RUU tersehut
didafturkan,

Selama tahap pembahusan pertama, Sekretaris Kamar membacakan RUU, nomor, dan
judulnya secara lengkap, dun identitas orang yang mengajukannya. Orang yang memimpin
sidang menyerahkan RUU ke komisi terkait dan komisi tersebut menyusun fadwal dan
melakukan sidang-stdung dan dengar pendapat (public hearings), memberi laporan-laporan
tentang RUU vang pernah membahas hal serupa. sckiranya ada, atau memberi catutan
pada orang yang mengajukannya, jika RUU tersebut tuk memperoleh dukungan.

Kemudian, RUU mengalam  pembahasan tahap kedua (second reading). Segera
laporan komist terhadap RUU dibacakan, dan RUU dibawa ke dalam perdebatan dalam
sidang-sidang. tempat amandemen-amandemen dan voting dilakukan, Dalam pembahasan
RUU tahap ketiga {third reading), dilakokan penghitungan suara secara lisan. dan
Sekretaria Jenderal Kongres menandatangani sertifikasi serta mengirimkan RUU ke
Sekretaris Kamar. Setelah itu, RUU dikirim ke kamar yang lain (Senat atau Housel.

Dengan demikian RUY harus melampaui tahap pembahasan pertama, kedua, dan
ketiga di Kamar Kedua (senat atau Heuse). Jika terdapat amandemen-amandemen, maka
RUL dikembalikan ke kamar asainya (Senat atan House) untuk pemungutan suara bag
amandemen-amandemen yang direkomendasikan oleh kamar yang lan; atau RUU
dikirimkan untuk dipertimbangkan cleh sebuah kemisi konferensi, jika perubahun-
perubahan yanyg dirckomendasikan oleh kamar vang lain (Senat atau House). tidak dupat

diterima oleh kamar {Senat atau Howse) dari mana RUU berasal.

Dalam tahap berikutnya, RUU dikirim untuk memperoleh persetujuan Presiden, jiku
RUU dapat disetujui oleh kedva jenis kamar (Senat atau House), setelah proses
rekonsialisas: atas perbedaan-perbedaan yang ada terhadap RUU, difakukan komisi
konferenst. RUU akan segera menjadi UL setelah ditandatangam oleh Presiden, atan

setefah 30 hari terhitung sejak hari penyerahan ke Presiden itu, iz tiduk berbuat apa-apa,
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Dalam kondisi Presiden memveto RUU, maka ada tiga kemungkinan, yakni: { 1) RUU
tersebur dikembalikan ke kamar (Senat atau House) dari mana RUU berasal, bersama-
sama dengan keberatan-keberatan yang diajukan; (2) keberatan-keberatan dimasukan
dalam jurnal dan dikirim kembali unwk dipertimbangkan; (3) dua pertiga dari anggota
kamar (Senat atau House) dari mana RUU berasal, dapat mengirimkan RUU ke kamar
lain (Jenat atau Howse), jika disetujui oleh dua pertiga dari anggota kamar (Senat atau
House) tersebut, veto Presiden dikesampingkan, dan RUU dapat menjudi UU (The
Congressional..., 1992: 22),

Dalam penode 27 Juli 1992 hingga 16 Maret 1993 atau masa sidang pertama tahun
sidang 1992-1993, tercatat jumlah total RUU yang masuk ke Parlemen Filipina adulah
sebanyak 9.230 (The Congressional..., {992: 23-25). Perinciznnya: 1.150 terdaftar atay
masuk melatui Senat dan 8.100 terdaftar dan masuk melalui House, yung dapat dipecah
lagt menjadi 1.503 berupa usulan nasional dan 6.597 berupa usulun lokat. Judi, dari total
9.250 RUU, sekitar 12% didaftar ataw berasal dari Senat dan 87% didafiar arau berasal
dart House. Di lain pihak, dari total RUU yang masuk di kedua kamar (Senat dan
House),yang berhasi! ditetapkan menjadi UU ada 12 atau sekitar 0.13%. Untuk iebih
jelasnya, Tihat produk legislasi sebagaimana dinyatakan dalam Tabel [ berikut:

TABEL 11
RUU DI SENAT DAN DI HOUSE
(pericde 27 Juli 1992 s.d. 12 Marct 1993)

RUU DM SENAT

* Masukfterdafrar 1130
* Menjadi undang-undang o2
+ Mengalami pending 2
« Melalui tahap pembahasan ketiga dan
mengalami pending di House 0
* Mengalami interpelasi 6

« Pending dalam proses interpelasi Do
» Perlu dukungan

RUU DI HOUSE
*  Masulk/terdafiar o R212
+« Dibawa ke komist 8100
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a. Aphkasi nasional c 1503
b. Aplikasi lokasi C 6,597
+ Menjadi undang-undang 12
a. Aplikasi nasional !
b. Aplikasi lokal .
* Divelo oleh Presiden C 0
» Disetujui dibahas dalm Third Reading 19
a. Pending oleh Senat N
1y Aplikasi nasional D10
2y Aplikasi lokal S
b. Pending oleh Konferensi o
1y Aplikas) nasional s
2) Aplikasi lokal 0
¢. Pending oleh Presiden 2o
! 1} Aplikasi nasional 0
2) Aplikasi lokal 0
» Disetujui dibahas dalam Second Reading 0
a. Aphkasi nasional 0
b. Aplikusi lokal 0

RESOLUSI-RESOLUSI DEWAN

= Masuk/terdattar 1 550
* Dibahas di komisi-komisi LX)
» Diadopsi Dewan » 29

(Sumber: The Congressional..., 1992)

Perlu dijelaskan, 9.250 RUU adalah jumlah totat RUU vang masuk dan terdafiar
melalui Senat (1.150) dan House (8.212). Itu berarti, tidak semuanya bisu dibawa ke dalam
komisi-komisi dan dibahas, sebab faktor kelayakan, kebutuhan/keperiuan akan RUU
tersebut, selain faktor biaya dan waktu, menjadi pertimbangan. Pemilihan dan prioritas
RUU untuk dibahas, juga memperhatikan faktor urgensinya (The Congressional..., 1994:
54).

Langkah seleksi awal terhadap semua RUU yang masuk, terjadi di sekretariat kedua
kamar (Senat atau House), dengan memperhatikan kelayakan suatu RUU dar perspektif
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legal drafting. Sekretartat. khususnya para legal drafter dan ahli-ahli hukum fainnva, suduh
harus memainkan peran akuf dan optimal, agar RUU vang hegiw banyuk musuk. dapat
segerag dipilah kelengkapannya, supayva lavak votuk dibahay di Parlemen (The
Congressional..., 1994b; 37},

Setelah selekst uwal, jumlah RUU yang hendak dibawa ke komisi-komisi berkurang
dari jflmlah total vang semula masuk dan didafiar. Dalam tingkat selanjutya, jumiuh RUU
yany dapat dipelajart dan dibabus komisi-komisi. juga terus berkurang. Disadurs, walaupun
banyuk staf komisi atau staf anggota yang membantu. baik vang eirachied di Sekretariat,
maupun yang eksis secara pribudi, kemampoan komisi-komist memilikt keterbatasan { The
Congressional..., 1994b: 37}, Dengan demikian, periu difukukan prioritas pembahasan,
Oleh karena 1, logis saja jika dari ribuan RUL yang musuk. didattar dan ataupun sempat
dibawa ke komisi-komisi, hanya dalam jumiah puluhan saja yvang dapat terus dibahas.

Pada tingkat pembahasan selanjutnya, jumlah RUU semakin berkurang, mengingat
pembahasan berfangsung semakin dalam dan alol, dan membutuhkan musyvawarah serta
perundingan dengan semuu pihak di keduu jenis kamar, Diperlukunnva upava untuk
mengetahui stkap Presiden dalam model parlemen vane presidensial. jelas semakin
menambah waktu pembuahasun. walaupun tetap terbuka alternatit tain, seandainya terjadi
veto, Walaupun begit, yang jelus dalam dua sistem dua kamar (Aicemera!), menurut
pendapat para anggota Parlemen Filipina yang ditanva, antura lain hanorable ortega,
dibutubkan waktu febih lama untuk membahas RUU dibandingkan pembuahasan yvany
berlangsung dalam sistem satu hamar (wnicameral) (The Congressional.... 1992: 21-22).
Perdebatan-perdebatan yang sengit yang benar-benur dimungkinkun dalum sistem politik
demokrast hberal seperti di Filipina, merupukan faktor luin vang hasus diperhatikan,
berkaitan dengan persoalan waktu yang dibutubkan untek pembahasan dan penvelesalan
suaty RUU yanyg digjukan (The Congressional..., 1994a: 115,

Walaupun jumlah RUL yung dapat dibahas, apalagi vang daput diselesaikan menjadi
UU jauh lebih sedikit daripada yang semula masuk dun didaftar. duri pertimbangan hal-
hal yang dapat mempengaruhi bahkan menjadi kendala sebagaimanu diongkapkan di atas,
dalam perspektif komperatif Parlemen Filipina tampak lebib produkei! {padahal dengan
Jumiah anggota parlemen yang lebih sedikit daripada Indonesiag. Sekalipun demikian, perlu
dicermati, bahwa proses produkdt dan kreatif itw sendiri sudab dimului sejuk RUL belum
dibahas oleh komisi-komisi. Dengan kata lain, peran kelompok-kelompok kepentingan
dalam aplikasi nasional dan lokal begitu besar, dibulik besarnvu Jumlah total RUU vang
masuk melalui Senat dan Howse, Kelompok-kelompok kepentingan tersebut udalah

masyarakat yang memperjuangkan kepentingannya melalui oreanisasi-organisiasi massa
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yang berbasis luas dan mengakar ke bawah {grassioor). Mereka dapat memperjuangkan
kepentingan masyarakat dengan memberikan masukan dan usulan RUU lewat para unggota
Parlemen (Kongres) Filipina karena sisitem politik demokrasi yang kondusif {The
Congressional..., 1994a: 43).

Di negara kita, sistem politik yang kondusif yvang menunjang kreativitas dan
produktiviths parlemen dalam pengajuan, pembahasan dan pembuatan RUU. perlu terus
distimulasi. Jadi kreativitas dan produktivitas parlemen terhadap RUU dan UU, tak semata-
mata bergantung pada formalisme keparlemenan {aktivitas formal parlemen) dalam
mekanisme pembahasun RULU tetapi sudah dimulai sebeium RUU i dibahas di komisi-
komisi, yakni dalam proses pengajuan atau inisiatit RUU yung memungkinkan semua
pihak yang berkepentingin berperan (lihat pula sistem parlementer mode] Selandia Baru,
misalnya dalam McGee, 1992 dan The Office.... 1994¢).

Di Indonesia, kelompok kepentingan vang berperan dalam pengajuan RUU dan
pembentukan UL belum banyak, dan belum menyentuh tingkat grassroor. Padahal kalau
partisipasi politik masyarakat secara lebih luas dalam suatu sistem politik yang kondusif
dapat dibangun, kreativitas dan produktivitas parlemen untuk membahas dan membuat
RUU menjadi UL-pun. akan dapat didorong. [tulah sebabnya, mengapa Kongres Filipina
yang justru mempunyai sistem dua kamar dalam model presidensialnya, yvang
membutohkan wakw pembahasan suate RUU relatit lebih fama, Justru terbukti lebih
produktif. Sementara DPR dengan sistem satu kamar, tampak kurang produktif atau iebih
pasit. Kenauan politik (political will) memang diperlukan untuk membenahi hambatan
yang ada, yang menghalangi kinerja optimal parlemen kita, termaksud vang sifatnya
internal seperti tata tertib parlemen ¢lihat antara lain ~In Pursuit of Better DPR,” The
Jakarta Post, 30 Agustus 1994, him. 4).

Alotnya pembahasan RUU dalam sistem dua kamar di Kongres Filipina. diimbangi.
oleh tahap pembahasan RUU yang hanya tiga tingkat dan menekankan voring yang lchih
sederhana dan tidak bertele-tele. Kalaupun ada keberatan atas suatu RUU, seperti misalnva
tindakan veto dan Presiden di tahap terakhir (Tingkat Ketiga), masih dapat dicari alternatif
lain untuk  meloloskan suaty RUU, hingga dapat dijadikan GU {The Congressional. ..,
1992: 22). Itulah scbabnya, owtpur legistatit di Filipina lebih banyak. Mekanisme
pembahasan dengan segaly ketentuan sebagaimana yung diatur oleh tatat tertib pariemen
masing-masing, jelas mempunyal implikasi terhadap kinerja parlemen untuk dapat berbuat
optimal mengajukun, membahas RUU dan membuatnya menjadi UL

6l
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TABEL II
JUMLAH KOMISI DAN RUU YANG DIBAHAS
DI KONGRES FILIPINA DAN PARLEMEN SELANDIA BARU
(Periode 1992-1993)

Negary Inmiah arggota Jumlah komisi RUU vang
puricmen tetip dibahas

Filipina 250 45 4252

Selundia Baru G4 20 457

IV, PENUTUP

Banyak pelujaran vang dapat ditarik dari memperbundingkan sistem parlementer dan
presidensial dengan stidi kasus Sefandia Baru dan Filipina di atas. Akrtivitas dan
produknyvitas parlemen daians pembuatan UU welah meretieksikan keberdavuan pariemen
dalam sistem yang dindopsi masing-masing. Kinerja parlemen dalum menghasilkan UT
pudat akhirnya menpadi parameter <ejuuh mana karakreristik demokrats suatu negara
dengun sistem polinh vany dipilibnya, Kekonsistenan kita (baca: Tndonesia) untuk
menerapian hubungan vang jelas dt antara Ketiga lembaga vany ada teksekutil-fegslatif-
yudikatif] akan mempenyzaruhi bagidimana wijah sesungguhnya sisiem yang diadopsi. Darj
sini kita menjudi jelas, mengapa Indonesia yang menerapkan sistem presidensial tidak
dapat seprodukir Filipina. misulnva, kakau kita tidak ingin memperbandingkannya dengan

negara yang sudah lebih mugu, seperti Amerika Serikat

Sebagaimana elah dibuhas, persoalan pokoknya tidak terletak pada dua atau satu
Kamar yang dimiliki parlemen. namun bagaimana proses pembuatan kebijakan publik atau
ULD e secars menveluruh. sejuk dart tahap pengusubun. penvhajian. perdebatan,
pembuhiasan, formulasi kenibalt, hingga pengesaban, baik dalam tahap pertama; public
offering di masyarakat. maapun twhap kedua: public offering di parlemen. Adapun yang
baru tampuk b parlemen kita (DPR-RE) belum dapat dikatakan memadai, masih sereronial
Jafam wugud dengar perdapar (hearing), Padahal kalau memang ingin memberdayakan
partemen, dengan kata lun mendemokratisasi sistem, harus diupayakan agur masvarakat
~enar-benar terlibal, tidak hanyy didengar, sekadar menjudi catatan samping semacam
snnderiedsnora atau dalat karegor: “akan diperhatikan™ dun sebagainva, melainkan
sepentngan mereRa dimasukkan dan werwakili selayaknva dafam formulasi UU yang

R odiaat 1 RUT
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Sebagal bangsa yang telah dewasa, kita perlu mengakui. bahwa tidak makstmalnyva
kinerja parlemen kita dalam pembuatan TU terkait dengan sistem politik vang kita
terapkan selama inL. yang telah mensubordinusikan hukum pada kekuasaan. Akibatnya,
solusi pokoknya membutuhkan perbatian di tingkat suprastruktur. yakni kita perlu
mempunyai kemauan politik (political will) untuk itu. Konsekuen dengan tekad itu adalah
terus mempgerbaiki kadar demaokrasi sistem politik kita, Upaya ini memuang akan menyentuh
pula penyempurnaan sistem pemilu, kepartatan, dun sebagainya. Semua hal dimaksud
hanya merupakan bagian dari sistem politik secara komprehensit. Kelompok-kelompok
kepentingan dan organisast politik harus dibiarkan twnbuh subur, mengineat merekalab

yang mengartikulasikan kepentingan masyarakat di tingkat awal {bawah).

Sementara itu. di Hngkungan intern, tata tertib DPR-RI vang tidak kondusif, felas
pula perlu diperbaiki jika kita menghendaki para anggota parlemen kita akuf dan produktif
dalam menyusun UU melalui penggunuan hak inisiatit mereka. vang selama ini selalu
dikeluhkan sangat lemah. Dengan demikian, para pengaju hak inisiatif tidak akan dibantui
dan dihambat lebih dulu oleh persyaratan di tingkat fraksi dan ketentuan jumbah minimal
pendukung hak inisiatif. Juga mereka tidak akan takut lagi terkena pereantian antarwaktu
{recall) akibat berjuang keras melibatkan, memasukkan, dan mempertahankan kepentingun
masyarakat vang diwakilinya dalam formulasi UU. Selanjutnya, hal tambahan YiNg jangan
dilupakan adalah peran staf pendukung (supportng staffy yang Lerbukt tdak keeil artinya,
perlu diingkatkan kapasitas dan kapabilitasnya, Di Selandia Buru dan Filipina, aklivitus
dan produktivitas para anggota parlemen dalam menghasilkan UU banyak didukung oleh
peran staf in1, terutama para staf ahli yang berfungsi menyediakan pelayanun informasi

dan kajiun ilmiah, scsuai dengan area of concern dari UU yang dibutuhkan.
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